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Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di tingkat global, konsep keamanan telah berkembang menjadi sebuah konsep yang lebih kompleks dan multidimensional, serta mencakup bukan lagi hanya dimensi pertahanan terhadap ancaman dari luar maupun dalam negeri namun juga dimensi keamanan manusia. Munculnya wacana pembentukan mengenai RUU Pertahanan dan Keamanan Negara (yang kemudian berubah menjadi RUU Keamanan Nasional) memicu perdebatan seputar istilah-istilah yang dipersandingkan dengan konsep “keamanan” ini. Istilah “keamanan nasional” (kamnas) yang diusulkan untuk menggantikan istilah “pertahanan dan keamanan negara” sebagaimana tercantum dalam Prolegnas 2004-2009 dinilai memberikan pengertian dan ruang lingkup yang terlalu luas. Perdebatan mengenai pengertian dan ruang lingkup tersebut kemudian memunculkan alternatif istilah “keamanan negara” (kamneg) yang memberikan batasan terhadap ruang lingkup yang lebih spesifik.
Argumen di balik pemilihan istilah keamanan nasional adalah bahwa dimensi-dimensi non-militer memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan stabilitas, dan oleh karenanya maka pengelolaan keamanan seharusnya mencakup baik pertahanan negara, keamanan negara, keamanan umum, maupun keamanan individu. Di lain pihak, istilah keamanan negara diusulkan karena kata “nasional” yang seringkali kita pakai lebih mencerminkan kemenyeluruhan (misal: pusat sampai daerah, semua daerah, semua lapisan masyarakat), sementara kata “nasional” yang diadopsi dari literatus berbahasa Inggris “national security” lebih merujuk pada konsep negara-bangsa yang diartikan keamanan bagi entitas negara. 

Terlepas dari perdebatan mengenai pilihan nomenklatur, ada kesamaan pendapat bahwa RUU KN akan juga mengatur mengenai pembentukan Dewan yang nantinya akan berfungsi untuk membantu Presiden dalam menyelesaikan masalah-masalah keamanan yang mengemuka. Namun, wacana mengenai pembentukan Dewan ini sendiri masih perlu menyepakati setidaknya 2 hal besar, yakni: (1) ruang lingkup tugas; dan (2) struktur keanggotaan Dewan.
Perdebatan mengenai pembentukan RUU KN tampaknya tidak dapat dipisahkan dari perdebatan mengenai tujuan dan ruang lingkup. Sejak wacana pembentukan RUU Hankamneg, sebenarnya ada 3 pemikiran besar tentang ruang lingkup dari UU ini, yakni: (1) UU tersebut mengharmonisasi atau mensinkronisasikan berbagai UU yang sudah ada di sektor keamanan; atau (2) UU tersebut menjadi UU raksasa yang mengatur semua aktor negara yang bergerak di bidang keamanan; atau (3) UU tersebut hanya mengatur aktor-aktor keamanan yang secara legal dapat menggunakan instrumen kekerasan atau instrumen koersif dalam melaksanakan tugasnya. Atas dasar itu, ke depan, perdebatan mengenai pembentukan RUU KN setidaknya harus memberikan perhatian pada 3 poin penting, yakni: (1) tujuan pembentukan RUU, di mana didalamnya dapat didiskusikan pula pilihan mengenai nomenklatur dan landasan konstitusional dari RUU ini; (2) ruang lingkup RUU; dan (3) tataran kewenangan institusi dan aktor-aktor di bidang keamanan sebagaimana dimaksudkan dalam RUU ini.






